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Abstrak 

Penelitian  ini fokus pada penyelesaian hukum terhadap pemegang polis pada 

perusaaan asuransi jiwa akibat dicabutnya izin usaha oleh OJK dalam perspektif 

kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis jika perusahaan 

asuransi dicabut izin usaha oleh OJK dan Apakah penyelesaian hukum bagi pemegang 

polis dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis. Studi ini 

memanfaatkan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum 

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi pustaka juga studi dokumen dan 

ditelliti dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah selaku 

OJK mengeluarkan peraturan LAPS-SJK untuk para pihak dapat menyelesaikan 

permasalahan hukumnya. Adapun proses penyelesaian yang diberikan LAPS-SJK 

dapat ditempuh dengan dua cari yakni secara mediasi dan arbitrase.  Dan  jika ditinjau 

dari aspek kepastian hukum proses penyelesaian melalui mediasi belum sepenuhnya 

memberikan kepastian hukum dikarenakan hasil dari mediasi juga bisa disengketakan 

oleh salah satu pihak.  Sementara proses arbitrase melalui LAPS-SJK sudah 

memberikan kepastian hukum dikarenakan hasil dari arbitrase bersifat win-lose. Akan 

tetapi dampak dari hasil arbitrase bisa menimbulkan hubungan ketidakbaikan antara 

pemegang polis dan perusahaan asuransi.  

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, OJK, LAPS-SJK, Kepastian Hukum  
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LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi melalui Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan, “perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional.” 

Prinsip kebersamaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 harus 

dipahami dalam konteks pembangunan nasional yang lebih luas. Pasal tersebut 

mengartikan tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan 

ekonomi, tetapi juga masyarakat harus memberikan kontribusi aktif. Pentingnya 

prinsip kebersamaan ini dapat dipahami mengingat fakta bahwa pemerintah tidak 

memiliki cukup dana atau kekuatan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi 

yang kompleks. 

Sebagai suatu tindak lanjut dalam konteks pembangunan ekonomi, asuransi 

telah menjadi pilihan yang menarik bagi banyak masyarakat. Perusahaan asuransi 

yang diminati masyarakat terus meningkat, memberi masyarakat kepercayaan 

untuk menanggung risiko atas apa yang terjadi pada mereka. Banyak kasus di mana 

perusahaan asuransi, terutama asuransi jiwa, menghadapi kesulitan permodalan di 

tengah operasinya, yang menyebabkan pemerintah selaku Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menolak untuk memberikan izin kepada mereka. Namun, seperti yang 

diharapkan, bisnis perasuransian di Indonesia tidak berjalan dengan mulus. 

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia 

dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor 

kegiatan ekonomi lainnya.1 Dalam pasal 246 KUHD yang di maksud dengan 

asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang 

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang 

                                                           
1 Abdul Rasyid Saliman & Adisuputra, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, 

2021, Hlm. 239 
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premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. 

Sedangkan berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian yang dimaksud dengan Asuransi ialah perjanjian antara dua pihak, 

yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan 

premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:2 

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung 

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan 

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil 

pengelolalaan dana. 

Dasar hukum yang mengatur mengenai asuransi jiwa (life insurance) hanya 

dijumpai dalam 7 pasal didalam KUHD, yaitu pasal 302 sampai dengan pasal 308. 

Pasal 302 KUHD menjelaskan tentang defenisi sederhana asuransi jiwa mencakup 

bentuk-bentuknya. Pasal 302 KUHD berbunyi “jika seseorang dapat guna 

keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama 

hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”. 

Berdasarkan ketentuan pasal 302 KUHD diatas, asuransi jiwa adalah sejenis 

perjanjian asuransi yang mempertanggungkan jiwa seseorang yang berkepentingan, 

baik untuk jangka waktu tertentu maupn untuk sepanjang hidupnya.3 

Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

perasuransian untuk mengantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 

                                                           
2 ibid 
3 Wetria Fauji, Hukum Asuransi Di Indonesia, Andalas University Press, Padang, 2019, 

Hlm. 141-142 
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usaha perasuransian, dalam pasal 1 butir (6) dijelaskan bahwa “asuransi jiwa adalah 

jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, 

tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia 

atau tetap hidup, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam 

perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil 

pengelolaan dana.4 

Sebagai suatu tindak lanjut usaha asuransi di Indonesia, OJK merupakan salah 

satu bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap perusahan asuransi di Indonesia. 

Mengenai hal tersebut Pencabutan izin usaha diatur dalam Pasal 60 ayat 2 UU No 

40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam rangka untuk pelaksanaan fungsi 

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat 1 UU No 40 tahun 2014 

yang menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.5 Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK berwenang mencabut 

izin usaha perasuransian. Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, 

sanksi yang diterapkan OJK dilakukan bertahap, pertama, peringatan tertulis, 

kedua, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan 

ketiga pencabutan izin usaha.6 

Berkaitan dengan pencabutan izin usaha, OJK sebagai lembaga pengawas 

mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/07 Tahun 2020 Tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu 

di industri jasa keuangan, salah satu metode penyelesaian sengketa melalui LAPS 

adalah penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan arbitrase. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Atika Ismail dan Eni Suarti pada tahun 2021, 

terbentuknya LAPS-SJK adalah salah satu cara perlindungan hukum bagi 

                                                           
4 Ibid 
5 Pasal 60 Ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 
6 Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan 
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konsumen di sektor jasa keuangan sesuai dengan amanat UU OJK, yang diharapkan 

OJK dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.7 

Untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan dalam hal ini melalui 

POJK Nomor 61/07Tahun 2020, hal yang perlu diperhatikan adalah kepastian 

hukum, yaitu peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk 

memastikan bahwa konsumen di industri jasa keuangan dilindungi oleh hukum 

karena, dari perspektif positivisme hukum, kepastian hukum dapat diciptakan 

karena adanya hukum yang jelas dan bukan spekulasi subjektif.8 

Perusahaan asuransi jiwa tersebut tidak dapat beroperasi karena izin usaha 

perusahaan dicabut. Karena itu, banyak pemegang polis menghadapi kesulitan 

untuk mendapatkan klaim mereka. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum 

terhadap pemegang polis asuransi kian dipertanyakan karena peran mereka sebagai 

pengguna jasa menjadi sangat penting. mengingat bahwa mereka telah membayar 

premi yang sudah diperjanjikan secara teratur. 

Mengingat bahwa sengketa asuransi terjadi karena ketidaksepakatan antara 

penanggung, yang dalam kasus ini adalah perusahaan asuransi, dan tertanggung, 

atau pemegang polis. Dalam kebanyakan kasus, ketidaksepakatan ini terjadi karena 

ketidaksesuaian antara apa yang ditulis dalam polis (atau perjanjian asuransi) 

dengan situasi yang terjadi saat klaim dilakukan. Pemegang polis menghadapi 

kesulitan saat melakukan klaim, meskipun mereka telah memenuhi janji mereka 

untuk membayar premi secara teratur sesuai dengan klausul yang tertulis dalam 

polis mereka. Banyak pemegang polis yang akhirnya menutup polis mereka karena 

banyaknya perusahaan asuransi yang tidak sanggup atau tidak dapat membayar 

klaim yang dibuat oleh pemegang polis.  

 

Mengenai permasalahan tersebut beberapa peneliti telah banyak melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan kasus tidak terpenuhinya hak-hak pemegang 

                                                           
7 Djangaritu, A. A. B. (2018). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam 

Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Rechts 

Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 67-78. 
8 Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum 

melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. Jurnal Crepido, 1(1), 13-22. 
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polis, untuk itu peneliti akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu 

berdasrkan Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian, Rumusan Masalah, 

Persamaan Dan Perbedaannya. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu: 

1) Tesis Tiopulus Pasaribu (2023) Perlindungan Hukum terhadap Pemegang 

Polis Yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa Indonesia, Rumusan Masalahnya (1) 

Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Yang Gagal 

Bayar Oleh Asuransi Jiwa di Indonesia (2) Bagaimana Tanggung Jawab 

Pemerintah OJK sebagai Otorisasi Lembaga Pengawasan Perusahaan 

Asuransi Jiwa?. Persamaannya pada perlindungan Hukum, Perbedaanya 

Dalam penelitian ini perlindungan hukum belum mencerminkan peran dan 

tanggung jawab OJK seperti pada Undang-Undang No 21 tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No 40 tahun 2014 

tentang perasuransian serta peraturan-peraturan yang dibuat sendiri oleh 

Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang 

seharusnya diberikan meliputi pengaturan tentang tanggung jawab 

perusahaan asuransi untuk membayar klaim yang sah, pengaturan 

mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan 

asuransi, serta ketentuan mengenai pengawasan dan regulasi terhadap 

perusahaan asuransi. 

2) Cynthia Bregitta Pelawi (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang 

Polis Perusahaan Asuransi Gagl bayar: Studi Kasus Terhadap PT Asuransi 

Jiwa Kresna Life, Rumusan Masalahnya Bentuk Perlindungan Hukum 

Terhadap Perusahaan Asuransi Gagal Bayar PT Asuransi Jiwa Kresna serta 

akibat dari gagal bayar yang terjadi, Persamaanya Perlindungan Hukum 

Perbedaannya akibat hukumnya adalah nasabah berhak menyelesaikan 

sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan, mengajukan permohonan 

pailit kepada OJK untuk selanjutnya dimohonkan kepada Pengadilan Niaga 

yang berwenang, dan meminta pelaksanaan sanksi administratif terhadap 

perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan  

3) Fita Anggraeni (2023), Perlindungan Hukum Hak Pemegang Polis Asuransi 

Jiwa Pada Perusahaan Asuransi Bermasalah Gagal Bayar, Rumusan 
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Masalahnya (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang 

Polis Asuransi Jiwa? (2) Bagaimaana Pengawasan Otoriytas Jasa Keuangan 

Pada Perusahaan Asuransi Yang Bermasalah Gagl Bayar, Persamaanya 

Perlindungan Hukum, Perbedaannya Perusahaan Asuransi perlu lebih 

berkomitmendalam pelaksanaan perjanjian, dam Otoritas Jasa Keuangan 

perlu memaksimalkan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta 

pembelaan hukum sesuai dengan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan.  

Dengan melihat beberapa aturan yang ada disertai dengan melihat beberapa 

penelitian terdahulu yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

permasalahan mengenai hak-hak nasabah sudah banyak namun yang menjadi 

pembeda dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan mengkaji terkait kepastian 

dan penyelesaian hukum terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa 

akibat dicabutnya izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Agar hal tersebut dapat diketahui maka baiknya ada perbaikan hukum mengenai 

peraturan peraturan hukum yang berkaitan dengan hak-hak para pemegang polis 

ketika perusahaan asuransi dicabut izinnya, mengingat kebutuhan masyarakat akan 

asuransi sangat tinggi. Yang nantinya dapat lebih memberikan pemenuhan 

kebutuhan, perlindungan, kepastian dan penegakan hukum yang jelas dan lebih 

berguna. Selanjutnya, dengan melihat latar belakang tersebut penelitian ini dibuat 

dengan judul “Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Polis Pada 

Perusahaan Asuransi Jiwa Akibat Dicabutnya Izin Usaha Oleh OJK Dalam 

Perspektif Kepastian Hukum” 

Rumusan Masalah 

Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut 

1) Bagaimana Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang 

Polis Jika Perusahaan Asuransi Dicabut Izin Usaha Oleh OJK? 

2) Apakah Penyelesaian Hukum Bagi Pemegang Polis Dapat Memberikan 

Kepastian Hukum Terhadap hak-hak Pemegang Polis? 
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METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis 

normatif atau bisa juga disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan 

berdasarkan pada keputakaan atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi.9 

2. Sumber Pengumpulan Bahan hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan 

hukum Primer (primary sources of authorities), bahan hukum sekunder (secondary 

sources of authorities), dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksudkan  

dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk atau dibuat 

secara resmi oleh suatu lembaga negara. Adapun bahan hukum primer dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

b. Kitab Undang-Undang HukumPerdata 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan 

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan  

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang 

Perlindungan Konsumen Dan Masyrakat di Sektor Jasa Keuangan. 

Kemudian untuk bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang 

hukum pada umumnya terdiri dari karya-karya akademis, seperti buku, hasil 

                                                           
9 Peter Mahmud marzuki, Penelitian hukum (edisi revisi), Jakarta, Kencana, 2021,  Hal 181. 
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penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Untuk bahan hukum tersier merupakan bahan-

bahan yang memberikan petunjuk atau untuk melengkapi bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.10 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual 

approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undang dan regulasi yang terkait dengan iisu hukum yang sedang dibahas (diteliti). 

Pertama, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 

ini diterapkan karena akan meneliti terkait peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan obyek penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (conseptual 

approach), karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan 

identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk 

kemudian memunculkan gagasan baru.11 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data bahan hukum dengan 

studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait 

yang relevan dengan penelitian dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan 

dengan bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier dalam 

penelitian ini.  

5. Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan data yang 

diperoleh menjadi bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas dengan 

menggunakan logika deduktif. Bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian 

ini akan disajikan dan dioalah secara kualitatif. 

                                                           
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm 33. 
11 Op,cit 
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TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Pada Umumnya 

1.1 Perngertian Asuransi 

Asuransi (Verzekering atau Insurance) yang berarti pertanggungan. Menurut R 

Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkan asuransi yang berasal dai 

Verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. Sementara 

Verzekerde di terjemahkan sebagai tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan 

risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan menurut Wirjono 

Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai sarapan dari assurantie 

(Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. 12 

Abbas salim menjelaskan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan 

kerugian-keruian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-

kerugian besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalam asuransi orang bersedia 

membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi 

kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-

kerugian besar yang mungkin terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan 

asuransi. 13 

Dalam Pasal 246 KUHD, dijelaskan bahwa “pertanggungan adalah perjanjian 

dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima 

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari 

suatu evenemen atau peristiwa tidak pasti.”14 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian: 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 

                                                           
12 Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana, Hukum Asuransi, Surabaya, PT Revka 

Petra Media, 2016, Hlm. 6 
13 Ibid 
14 Purgito Dkk, Hukum Asuransi, Banten, Cet-1 Unpam Press, 2022, Hlm. 9 
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a. Memberikan peragantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti; atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung 

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan 

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil 

pengelolaan dana 

Rumusan dalam pasal 1 anga 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 

memiliki pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 

KUHD, yaitu tidak hanya berisi asuransi kerugian, tetapi juga meliputi asuransi 

jiwa. Hal ini bisa diketahui dari kata-kata pada huruf b yang menyebutkan, yaitu 

“memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau 

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang 

besarnya ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. 15 

1.2 Jenis-Jenis Asuransi 

asuransi terbagi atas beberapa jenis menurut fungsi dan kegunaannya, berikut 

pembagian jenis asuransi:16 

1) Asuransi dengan premi 

a. Asuransi asuransi ganti kerugian : 

a) Asuransi pengangkutan 

b) Asuransi kebakaran 

c) Asuransi lain-lain 

b. Asuransi sejumlah uang 

c. Asuransi campuran atau varia antara asuransi ganti kerugian dan 

asuransi sejumlah uang 

                                                           
15 Ibid 
16 Rinitami Njarijani, Buku Ajar Hukum Asuransi (Semarang; UPT UNDIP Press 

Semarang, 2012, Hlm 47.  
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2) Asuransi tanpa premi, merupakan asuransi saling tanggung menanggung. 

1.3 Pengertian dan Dasar Hukum Polis 

Polis secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang, yang mangatakan bahwa: 

“Perjanjian pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk 

akta yang bernama polis” 

Namun hal tersebut dianggap kurang tepat karena seolah-olah polis menjadi 

syarat utama pembentukan suatu perjanjian asuransi dan ketika didalam Pasal 257 

ayat 1 KUHD menetapkan bahwa perjanjian pertanggungan itu telah ada, segera 

setelah ditiadakan hak-hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung dan 

tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.17 

Pengertian polis dalam polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi 

pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung dalam polis tersebut 

disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang tertanggung yang telah 

dibuat.18 Polis mempunyai arti besar bagi pihak tertanggung, sebab polis 

merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam 

perjanjian asuransi itu. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan 

terbatas 

Polis dalam asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHD yaitu : 

“Polis asuransi jiwa harus memuat: 

a. Hari ditutupnya pertanggungan; 

b. Nama tertanggung; 

c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; 

d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung; 

e. Premi pertanggungan tersebut.” 

                                                           
17 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan Kerugian Pada Umumnya 

Kebakaran dan Jiwa, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM. 1975), Hlm 19. 
18 Abulkadir Muhammad, Pokok-Pokok hukum Pertanggungan, (Bandung: Cipta Aditya 

Bakti, 1990), Hlm 58.  
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1.4 Para Pihak Serta Hak dan Kewajibannya 

Pasal 246 KUHD memiliki batasan tertentu, jika ditelaah lebih lanjut bahwa 

yang mengadakan perjanjian adalah pihak penanggung dan tertanggung. Pihak 

pertama adalah penanggung, yang umumnya adalah perusahaan asuransi. Hak yang 

dimiliki penanggung antara lain adalah menerima sejumlah uang atau premi dari 

tertanggung untuk memperoleh informasi yang sebenarnya dari tertanggung yang 

akan dapat mempengaruhi keputusan penanggung apakah akan menutup perjanjian 

asuransi atau tidak. Kewajiban yang dimiliki penanggung adalah membayar klaim 

yang diajukan tertanggung atas kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya 

peristiwa yang tidak tertentu tersebut. 

Pihak kedua adalah tertanggung, baik perorangan, kelompok orang atau 

lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita 

kerugian. Hak yang dimiliki tertanggung antara lain berhak untuk menuntut 

penyerahan polis, berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung, berhak 

memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya sebelum 

membeli asuransi. Kewajiban yang dimiliki tertanggung antara lain adalah 

kewajiban membayar uang premi kepada penanggung. 

1.5 Perjanjian Asuransi 

Perjanjian asuransi tercantum dalam Pasal 246 KUHD yang menyatakan bahwa 

perjanjian asuransi adalah perjanjian yang mempunyai tujuan memberi ganti 

kerugian sesuai dengan asas indemnitas sebagai berikut:19 

a. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian saat seseorang 

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 

menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena 

suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, 

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.  

                                                           
19 Agoes Parera, Hukum Asuransi Di Indonesia, Depok, PT Kanisius, 2019, Hlm. 75-76 
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b. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian saat penanggung 

menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk 

membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan kerugian atau ketiadaan 

keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat dideritanya karena suatu 

kejadian yang tidak pasti. 

Dari batasan Pasal 246 KUHD tersebut di atas, lebih lanjut dapat ditelaah unsur-

unsurnya sebagai berikut: 

a. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan 

asuransi. Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan 

mengambil alih risiko pihak lain. Penerimaan risiko ini diikuti dengan janji, 

bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak lain apabila yang 

bersangkutan menderita kerugian, karena kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tidak tertentu. Dengan demikian penanggung memberikan 

suatu proteksi terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh 

tertanggung. Peralihan risiko kepada penanggung dari tertanggung harus 

diikuti dengan suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut 

premi. 

b. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut 

dalam perorangan; kelompok orang atau lembaga; badan hukum termasuk 

perusahaan; atau siapa pun yang dapat menderita kerugian. Jadi dalam hal 

ini, siapa pun yang mempunyai peluang atau kemungkinan menderita 

kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai 

penanggung.  

 Peralihan risiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian 

asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peralihan risiko berdasarkan 

perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang semula 

ada pihak calon tertanggung kepada penanggung.20  

                                                           
20 Ibid. 
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2. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Jiwa 

2.1 Pengertian Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa tidak terlepas dari jenis pertanggungan jumlah, karena asuransi 

jiwa merupakan bagian dari pertanggungan jumlah. Menurut H.M.N 

Purwosutijpto21, asuransi jiwa atau disebut juga dengan pertanggungan jiwa adalah 

perjanjian timbal balik antara penutup asuransi (Tertanggung) dengan penanggung 

dengan mana tertanggung mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan 

membayar uang premi kepada penanggung. Sedangkan Penanggung sebagai akibat 

langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah 

lampaunya orang yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang 

tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk membayar sejumlah uang tertentu 

kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.  

Berdasarkan rumusan jiwa dari purwosutjipto dapat dipahami bahwasanya 

perjanjian asuransi bersifat timbal balik, dimana tertanggung (penutup asuransi) 

mengikatkan diri untuk membayar sejumlah premi kepada penanggung , dan 

sebaliknya penanggung mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu 

kepada orang yang ditunjuk oleh Tertanggung (penikmat/ahli waris) sebagai akibat 

langsung dari meninggalnya Tertanggung atau orang yang jiwanya di 

pertanggungkan atau karena telah lampaunya suatu jangka waktu yang 

diperjanjikan. 22 

Di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, adapun 

pengertian asuransi jiwa, terdapat dalam Pasal 1 butir 1, yaitu: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, 

dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin 

                                                           
21 Purwosutjipto, H,M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang 6, Cetakan ke-4, (Jakarta: 

Djambatan, 1996), Hlm 139.  
22 Ibid 
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akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 

atau memberukan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.” 

Dari pengertian asuransi atau pertanggungan jiwa di atas, terdapat beberapa 

elemen yakni: 

a. Objek asuransi jiwa merupakan jiwa yang dipertanggungkan 

b. Terjadi perikatan antar penanggung dengan tertanggung 

c. Akibat dari asuransi jiwa juga menyebabkan hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah dengan sepakat mengadakan 

perjanjian asuransi. 

2.2 Jenis-Jenis Asuransi Jiwa 

Jika ditinjau dari jenis asuransi jiwa, pada dasarnya ada tiga jenis asuransi jiwa, 

yaitu: 

a. Asuransi jiwa berjangka ( Term Life Insurance) 

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang 

dalam jangka waktu tertentu (satu tahun dan dapat diperpanjang). Hanya 

berisis perlindungan (tidak memiliki nilai tunai), sehingga premi yang 

dikenakan sangat rendah atau ekonomis.  

Uang pertanggungan polis dibayarkan jika tertanggung meninggal 

dunia dalam masa pertanggungan, namun apabila tertanggung hidup sampai 

melewati masa pertanggungan maka tidak ada manfaat yang diterima dan 

premi yang telah dibayarkan dianggap hangus, atau dalam arti lain apabila 

tertanggung hidup sampai kontrak pertanggungan berakhir, maka tidak 

satupun  manfaat yang diterima oleh tertanggung. Asuransi jiwa berjangka 

cocok bagi mereka yang membutuhkan proteksi sementara dengan manfaat 

uang pertanggungan yang besar dan premi relatif murah.  

b. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Life Insurance) 

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang 

dan memiliki elemen investasi yang memberikan tingkat pengembalian 
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yang telah dijamin oleh perusahaan asuransi. Risiko investasi menjadi 

tanggungan perusahaan asuransi 

c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup ( Whole Life Insurance) 

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang 

hingga ia berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Karena nilainya 

berupa nilai tunai, maka preminya lebih mahal dari premi asuransi jiwa 

berjangkan. 

d. Asuransi Jiwa Unit Link 

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang 

(jiwa berjangka dan seumur hidup) dan mengandung elemen investasi yang 

ditaruh dalam instrumen investasi yang dipilih oleh tertanggung.  

2.3 Pihak-Pihak Dalam Asuransi Jiwa 

a. Penanggung adalah pihak yang berhak atas pembayaran premi dan 

berkewajiban untuk membayar sejumlah uang bila terjadi kematian atau 

peristiwa lain atau berakhirnya masa perjanjian biasanya penanggung 

adalah perusahaan asuransi. 23 

b. Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan artinya bahwa 

pembayaran sejumlah uang yang sudah diperjanjikan itu diganti pada mati 

atau hidupnya orang itu.24 

c. Tertunjung adalah orang siapa saja dapat, ahli waris atau pihak ketiga yang 

dalam polis memang ditunjuk sebagai orang yang berhak menerima 

pembayaran sejumlah uang dari penanggung.25 

d. Pemegang polis adalah orang yang mengadakan perjanjian asuransi dengan 

perusahaan asuransi jiwa.  

 

 

 

                                                           
23 Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafikam,2010), Hlm 15 
24 Ibid 
25 Ibid  
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2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa  

Dalam setiap perjanjian pasti akan tercipta sebuah hak dan kewajiban antar 

para pihak nya, kemudian hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi baik oleh 

penanggung maupun tertanggung, berikut hak dan kewajibannya: 

Hak dan Kewajiban Penanggung, yaitu: 

Penanggung yaiu perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian 

sejumlah uang dalam perjanjian asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 

KUHP Perdata.  

a. Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang teah 

disepakati. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1338. 

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya; suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan sepakat kedua belah pihak karena alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup itu” 

Penanggung hendaknya membuat perjanjian Asuransi secara tertulis dalam 

suatu akta yang disebut polis. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 

255 KUHD. 

b. Hak dan Kewajiban Tertanggung  

a) Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung 

b) Pemegang polis atau tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, 

rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yaitu: 

“Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih 

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang 

lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan 

perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.” 
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c. Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah 

disepakatinya. 

Hal- hal yang disebutkan diataslah yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung 

maupun penanggung karena tanpa dipenuhinya hal tersebut maka tidaklah bisa 

suatu asuransi diakui sebagai suatu perjanjian.    

2.5 Premi Asuransi Jiwa  

 Premi adalah salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi 

adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.26 

Seperti yang tertuang pada Pasal 246 KUHD bahwa 

“dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang 

tertanggung dengan menerima suatu premi” 

Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung akan ditentukan 

dengan suatu presentase dari jumlah yang dipertanggungkan berdasarkan penilaian 

risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam jumlah premi yang harus dibayar 

tertanggung juga diperhitungkan biaya yang bersangkutan dengan pertanggungan 

itu. Adapaun perincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi, yaitu:27 

a. Jumlah presentase dari jumlah yang dipertanggungkan 

b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung misalnya biaya 

materai, biaya polis 

c. Kurtasi untuk perantara apabila pertanggungan diadakan lewat perantara 

d. Keuntungan bagi penanggung dari jumlah cadangan 

Premi adalah hal yang sangat mendasar dalam asuransi. Bagi penanggung, 

premi sangat penting karena dengan premi yang dikumpulkannya dari banyak 

                                                           
26 Abdulkadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan )bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 1990), Hlm. 74 
27 Ibid 
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tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpul dana besar, maka 

penanggung akan mampu.28 

1. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya 

seblum kerugian menimpanya; atau 

2. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga 

ia mampu berdiri di tempat semula seperti keadaan sebelum kerugian 

menimpanya 

Berbeda halnya dengan premi restorno, yaitu pembayaran kembali uang premi, 

karena batalnya atau gugurnya suatu perjanjian pertanggungan. Seperti yang dimuat 

dalam pasal 1359 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian pertanggungan yang batal 

maka uang premi tidak perlu dibayar namun apabila sudah terlanjut dibayar maka 

dapat diminta kembali. Juga bila pembatalan itu disebabkan karena adanya paksaan, 

kekeliruan atau penipuan.29 Oleh karena suatu perjanjian dapat dikatakan batal, 

maka tidak dapat dilanjutkan apa yang telah terbukti batal. Jadi, dalam hal adanya 

penipuan pun keadaan harus dikembalikan sebagai semula.30 

3. Tinjauan Umum Menganai OJK 

3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini 

didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. 

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga 

yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan penyedikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.31 

                                                           
28 Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka Binaman 

Pressindo, 1992), Hlm 105 
29 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang 6 Hukum Pertanggungan, 

Jakarta: Djambatan, 1986), Hlm 92 
30   Ibid, Hlm 93 
31 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  
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Otoritas Jasa Keuangan hadir untuk mengatur keseluruhan kegiattan disektor 

keuangan yang dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 

maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyrakatm yang 

mewujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

teradap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.32 

Otiritas Jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan 

terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, 

dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain 

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyedikan, perlindungan konsumen, dan 

tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan 

jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pengaturan perundang-undangan 

disektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa 

Keuangan. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan 

sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang diawasi seperti industri 

perbankan, pasar modal, reksadanan, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan 

asuransi. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di-

Indonesia perlu untuk diperhatikan, dikarenakan harus dipersiapkan dengan baik 

segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.33 

3.2 Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan, adalah sebagai berikut: 

a. Terselanggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil; 

c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyrakat. 

                                                           
32 Zaidatul Amina, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat 

dari Pengalaman di Negara Lain, Universitas Negeri Surabaya, 2012, Hlm. 7-8 
33 Ibid 



21 
 

 

Mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri telah diuaraikan dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam 

Pasal 5 yangg menyebutkan bahwa:34 

“Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor 

jasa keuangan” 

3.3 Macam-Macam Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan 

Dalam Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu:35 

a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan 

b. Kegiatas jasa keuangan disektor Pasar Modal; dan 

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransan, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 

Terkait pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang 

meliputi: 

a. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan 

b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan 

c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan 

d. Menteapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan 

e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada 

lembaga jasa keuangan 

f. Mentetapkan strukur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan 

g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sansksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan. 

Kemudian dalam melaksanakan tugas pengawasan, wewenang OJK berdasarkan 

Pasal 9 Undang-Undang OJK ialah sebagai berikut:36 

                                                           
34 Pasal 5 UU. No 21 Tahun 2011 Tentang OJK 
35 Pasal 6 UU. No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
36 Pasal 9 UU. No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
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a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan 

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala 

eksekutif; 

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyedikan, perlindungan konsumen, 

dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan disektor jasa keuangan; 

d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak 

tertentu; 

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter; 

f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

g. Menetapkan sanski admintratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 

h. Memberikan dan/atau mencabut: 

a) Izin usaha; 

b) Izin orang perorangan; 

c) Efektifnya pernyataan pendaftaran; 

d) Surat tanda terdaftar; 

e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 

f) Pengesahan; 

g) Persetujuan atau pembubaran; dan 

h) Penetapan lain. 

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan.  

3.4 Pencabutan Izin Usaha Oleh OJK 

Pencabutan izin usaha diatur dalam Pasal 60 ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian dalam rangka untuk pelaksanaan fungsi pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat 1 UU No 40 tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian 
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dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.37 Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK berwenang mencabut 

izin usaha perasuransian. Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, 

sanksi yang diterapkan OJK dilakukan bertahap, pertama, peringatan tertulis, 

kedua, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan 

ketiga pencabutan izin usaha.38 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pencabutan izin usaha antara lain:39 

a. Pelanggaran ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi jika 

terjadi pelanggaran ketentuan yang berlaku. 

b. Ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban 

kewenangannya jika perusahaan asuransi tidak mampu untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya, OJK dapat mencabut izin usaha mereka. 

c. Alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan : selain 

mengenai pelanggaran ketentuan dan ketidakmampuan perusahaan 

asuransi, ada alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang dapat menyebabkan pencabutan izin usaha asuransi. Seperti 

masalah keuangan, likiuditas, kebangkrutan (pailit). 

Dalam beberapa kasus, pencabutan izin usaha asuransi dilakukan setelah 

melalui proses penilaian dan pemberian sanksi secara bertahap oleh OJK, seperti 

peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan terakhir pencabutan izin usaha. 

Setelah izin usaha dicabut, perusahaan asuransi dilarang untuk melakukan kegiatan 

usaha di bidang tersebut.   

Akibat dari pencabutan izin usaha perusahaan asuransi berakibat kepada kedua 

bela pihak yaitu pihak Penanggung dan Tertanggung. Yang dikarenakan pihak dari 

                                                           
37 Pasal 60 Ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 
38 Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan 
39https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?k=faktor%20penyebab%20pencabutan%2

0izin%20usaha.  Dikutip Pada Tanggal 11 Januari 2024 

https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?k=faktor%20penyebab%20pencabutan%20izin%20usaha
https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?k=faktor%20penyebab%20pencabutan%20izin%20usaha


24 
 

 

penanggung terjadi masalah kestabilan keuangan. Ketika perusahaan asuransi 

mengalami masalah kesehatan keuangan, OJK memberikan waktu untuk 

memperbaiki atau menstabilkan keuangan dari perusahaan asuransi. Akan tetapi 

sampai waktu yang telah ditentukan Perusahaan tidak berhasil, maka dari itu OJK 

mencabut izin usaha. Adapun dampak yang terjadi bagi pemegang polis seperti 

kehilangan hak yang seharusnya didapatkan ketika terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan menjadi anggota dari perusahaan asuransi.  

4. Peyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi di LAPS SJK  

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang 

dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu 

sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan disebut sebagai penyelesaian non litigasi. Istilah 

penyelesaian non litigasi (extra ordinary court) merupakan mekanisme 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan, akan tetapi menggunakan mekanisme 

yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti 

musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Salah 

satu cara yang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis adalah 

melalui lembaga ADR (Alternatif Dispute Resolution). 40 

Meskipun istilah ADR (alternative dispute resolution) agak baru dikenal di 

Indonesia, masyarakat telah lama melakukan penyelesaian sengketa secara 

konsesus dengan fokus pada musyawarah,mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dll. 

ADR memerlukan istilah asing untuk dipadankan dengan bahasa Indonesia. 

Berbagai pihak, termasuk pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme 

penyelesaian sengketa alternatif (MAPS), dan mekanisme penyelesaian sengketa 

secara kooperatif, telah memasukkan berbagai istilah dalam bahasa Indonesia ke 

dalam berbagai forum. Ada juga yang berarti mengelola konflik secara kooperatif 

(Cooperation Conflict Management). Oleh karena itu, berdasarkan beberapa istilah 

                                                           
40 Nurul Mahmudah, Menelusuri Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, JIFLAW : 

Journal Of Islamic Family Law, Volume 1 No. 1. July-Desember 2022, Hlm. 35-38 
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di atas, Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah penyelesaian sengketa yang 

dilakukan secara damai di luar Pengadilan.41 

Alternative Dispute Resolution (ADR) sendiri diatur dalam Undang-Undang 

Nomor No.3 Tahun 1999. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.3 Tahun 

1999, APS disebut sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan 

pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian 

yang dilakukan di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli.42 

Dengan berkembangnya waktu penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

memberikan faktor positif terhadap para pihak yang melakukan penyelesaian di 

luar pengadilan salah satunya pelaku bisnis. Oleh karena itu, istilah ADR 

dikembangkan oleh OJK melalui LAPS SJK sebagai bentuk  proses penyelesaian 

Sengketa jasa keuangan. LAPS SJK sendiri merupakan bentuk penyelesaian diluar 

pengadilan. Selain itu LAPS SJK diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

Pada penghujung tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) 

untuk melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan khusus terkait dengan 

sengketa sektor jasa keuangan. Maka sejak 1 januari 2021, OJK secara resmi 

memberlakukan LAPS-SJK sebagai pengganti peran Badan Mediasi dan Arbitrase 

Asuransi Indonesia (BMAI) dalam membantu menangani pengaduan konsumen 

dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi. Hal 

ini diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.  

LAPS sendiri membawahi enam lembaga yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal 

Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI), Badan 

Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 

                                                           
41 Ibid 
42 Ibid 
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(BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pengadaian, dan Venture Indonesia 

(BAMPPVI).  

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan suatu lembaga 

yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun bagian yang 

terdapat di LAPS yang pembentukannya tidak dari Otoritas Jasa Keuangan 

melainkan tetapi dari beberapa asosiasi yang ada didalam lembaga jasa keuangan 

itu sendiri, namun LAPS tetap berada dibawah pengaturan Otoritas Jasa Keuangan 

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang 

lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

LAPS telah mengatur berbagai hal mengenai LAPS didalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan, meliputi Pasal 1 Angka 2 POJK Nomor 1/POJ.07/2014 Tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan. LAPS dibentuk dengan tujuan untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam sektor keuangan sejalan dengan 

karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, 

dinamis, dan penuh inovasi., sehingga LAPS disektor jasa keuangan membutuhkan 

prosedur yang cepat, berbiaya murah, serta dengan hasil yang obyektif, relevan , 

dan adil. 43 

Berdasarkan pasal 9 Butir (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan 

bahwa LAPS yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keungan yang diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keungan ini membuktikan bahwa LAPS memberikan 

laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam bulan) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2014 Tentang Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa disektor Jasa keuangan, menjelaskan bahwa 

LAPS memiliki prinsip sebagai berikut:44 

a. Prinsip Aksebilitas 

                                                           
43 Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-

Penyelesaian-Sengketa.aspx. Dikutip Pada Tanggal 20 November 2023  
44 Ibid 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx
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Merupakan layanan penyelesaian sengketa yang dapat dengan mudah diakses 

oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia. 

b. Prinsip Indepedensi 

Merupakan LAPS memiliki bagian pengawas untuk menjaga dan memastikan 

indepedensi SDM LAPS. Sementara itu, LAPS juga memiliki sumber daya yang 

memadai sehingga tidak tergantung kepada lembaga jasa keuangan tertentu. 

c. Prinsip Keadilan 

Merupakan LAPS sebagai Mediator yang bertindak sebagai fasilitator dalam 

rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan 

penyelesaian sengketa, sedangkan dalam ajudikator dan arbiter LAPS wajib 

memberikan alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan 

penyelesaian sengketa dari konsumen dan lembaga jasa keuangan, LAPS wajib 

memberikan alasan tertulis. 

d. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas 

Merupakan LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam 

melakukan penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa di LAPS dilakukan 

dengan cepat dan pelaksanaan putusan diawasi oleh LAPS.45 

5. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian merupakan keadaan (perihal) yang sifatnya pasti, suatu ketentuan 

ataupun ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai 

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu 

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan 

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosilogi. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Kepastian hukum 

merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang 

                                                           
45 Ibid 
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memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang di 

taati.46 

Sudikno Mertokusumo bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu 

perlindungan justiciabel terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang yang 

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu”.  Sudikno juga menjelaskan bahwa masyarakat mengharapkan 

adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan 

lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk 

ketertiban masyarakat. 47 

Individu yang dilindungi oleh hukum adalah seseorang atau kelompok 

tertentu didalam suatu Negara. Dalam tatanan hukum di Indonesia individu tersebut 

adalah warga Negara Indonesia. Yang dimana warga Negara harus memperoleh 

haknya dalam keadaan tertentu. Dan juga warga Negara Indonesia harus terlindungi 

dari kesewenang-wenangan dari pihak yang berkuasa. Jadi, kepastian hukum 

berfungsi sebagai pelindung untuk warga Negara Indonesia. 

Kepastian memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kejelasan, tidak 

ambigu, tidak kontradiktif, dan dapat dijalankan. Dalam masyarakat, hukum harus 

berlaku dengan tegas dan transparan sehingga semua orang dapat memahami arti 

dari suatu ketentuan hukum. Penting bahwa hukum yang berlaku tidak boleh saling 

bertentangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan.48 

Menurut Utrecht, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai adanya aturan 

yang jelas dan konsisten yang berlaku untuk semua orang. Aturan ini memberikan 

pengetahuan kepada individu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, 

serta melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah..49 Aturan 

                                                           
46 Mardalis, Metode Penelitian (suatu Pendekatan Proposal), Jakarta: Bumi Aksana, 2004, 

Hlm 56 
47 Nyoman Gede Remaja. 2014. Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. jurnal hukum 

kertha widya vol 2 no 1 
48 Ibid 
49 A.Rachmat Wirawan dan Avelyn Pingkan Komuna.2021. Pengampunan Pidana Dalam 

Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan. jurnal hukum. 
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yang berlaku secara umum perlu juga ditaati oleh penguasa supaya tidak terjadi 

kesewenang-wenangan dan juga melindungi masyarakat. 

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:50 

1) Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, 

konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah 

negara. 

2) Kepastian hukum juga mencakup penerapan yang konsisten dari aturan 

hukum oleh lembaga pemerintah, yang tunduk dan taat pada aturan tersebut. 

3) Dalam prinsipnya, kepastian hukum terkait dengan mayoritas warga negara 

yang menyetujui dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan isi aturan 

hukum tersebut. 

4) Hakim yang independen dan tidak memihak merupakan faktor penting 

dalam kepastian hukum, karena mereka menerapkan aturan hukum dengan 

konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum. 

5) Implementasi konkret dari keputusan pengadilan juga merupakan bagian 

dari kepastian hukum. 

Van Apeldoorn menyebutkan Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang 

mensyaratkan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh semua 

orang. Prinsip ini memiliki dua aspek utama, yaitu, aspek pertama, kepastian hukum 

dapat ditentukan hukum yang berlaku untuk permasalahan-permasalahan yang 

kongkret. Hal ini berarti bahwa hukum haruslah jelas dan tidak ambigu, sehingga 

individu dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan dalam 

situasi tertentu. Aspek kedua, kepastian hukum merupakan perlindungan hukum. 

Hal ini berarti bahwa hukum harus melindungi hak-hak individu dari tindakan 

sewenang-wenang pemerintah.51 dengan demikian dapat dikatakan kepastian 

hukum merupakan ketentuan hukum yang mengatasi permasalahan konkret dan 

juga bersifat melindungi. 

                                                           
50 Asep Suryad.2019. Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian 

Hukum Bagi Pemilik Merek. jurnal Aktualita Vol.2No.1 hal 252-278 
51 Peter Mahmud Marzuki Sucihana Andinisari Purnamasari, loc.cit 
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Selanjutnya menurut Gustav Radburch ada empat unsur yang menentukan 

kepastian hukum, yaitu, 1. Hukum harus tertulis hal ini berarti bahwa hukum 

haruslah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui oleh semua orang. 2. Hukum harus 

didasarkan pada kenyataan hal ini berarti bahwa hukum haruslah sesuai dengan 

realitas yang ada di masyarakat. 3. Hukum harus jelas dan tegas hal ini berarti 

bahwa hukum haruslah mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua orang. 4. 

Hukum harus stabil dan tidak mudah berubah-ubah hal ini berarti bahwa hukum 

haruslah memberikan kepastian bagi masyarakat.52. Berdasarkan pendapatnya 

tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia 

dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. 

Berdasarkan penjelesan para ahli tersebut diatas mengenai teori kepastian 

hukum, penulis memilih menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan 

oleh Jan Michiel Otto. Teori tersebut tepat oleh penulis sebagai alat analisis dalam 

penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Irwansyah dalam Hartono dkk. 2022. Kepastian Hukum Jual Beli Tanah dengan 

Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee. Jurnal Amanna Gappa, Vol. 30 No. 1, 2022.  P-

ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Polis Jika 

Perusahaan Asuransi Dicabut Izin Usaha Oleh OJK  

OJK mellrulpakan salah satul bellntulk pellngatulran dan pellngawasan tellrhadap 

pellrulsahan asulransi l di l Ilndonellsi la. Mellngellnai l hal tellrsellbult Pellncabultan i lzi ln ulsaha 

di latulr dalam Pasal 60 ayat 2 UlUl No 40 Tahuln 2014 tellntang Pellrasu lransi lan dalam 

rangka ulntulk pelllaksanaan fulngsi l pellngawasan sellbagai lmana di lmaksu ld dalam Pasal 

57 Ayat 1 UlUl No 40 tahuln 2014 yang mellnyatakan bahwa pellngatulran dan 

pellngawasan kellgi latan ulsaha pellrasulransi lan di llakulkan olellh Otori ltas Jasa 

Kellulangan.53 Bellrdasarkan Pasal 60 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 40 Tahuln 2014 

tellntang Pellrasulransi lan, OJK bellrwellnang mellncabult i lziln ulsaha pellrasu lransi lan. Pasal 

31 Pellratulran OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tellntang Pellni llai lan Kellmampulan dan 

Kellpatultan bagi l pi lhak ultama lellmbaga jasa kellulangan, sanksi l yang di ltellrapkan OJK 

di llakulkan bellrtahap, pellrtama, pellri lngatan tellrtulli ls, kelldula, pellmbatasan kellgi latan ulsaha 

ulntulk sellbagi lan ataul selllulrulh kellgi latan ulsaha, dan kellti lga pellncabultan i lzi ln ulsaha.54 

Ada bellbellrapa faktor yang dapat mellnyellbabkan pellncabultan i lzi ln ulsaha, 

di lantaranya yai ltul malanggar atulran yang kelltat olellh OJK, mellmani lpu llasi l i lnformasil 

ataul laporan kellu langan, dan ti ldak mellmatu lhi l kelltellntulan yang bellrlaku l. Sanksi l yang 

di ltellrapkan olellh OJK dillakulkan sellcara bellrtahap, di lmullai l dellngan pellri lngatan tellrtulli ls 

kellmuldi lan di li lku ltil dellngan pellmbatasan kellgi latan ulsaha pellrulsahaan, bai lk sellbagi lan 

maulpuln sellcara kellselllulrulhan. Pellncabultan i lzi ln ulsaha mellrulpakan ti lndakan yang sellri luls 

dan dapat mellmi lli lki l dampak bellsar bai lk bagi l pellrulsahaan asulransi l maulpuln pellmellgang 

poli ls.  

Bellrkai ltan dellngan pellncabultan i lji ln ulsaha tellrsellbult, OJK sellbagai l lellmbaga 

pellngawas dan pellngatulr lellmbaga jasa kellu langan telllah mellmbellri lkan pellrli lndulngan 

hulkulm tellrhadap pellmellgang poli ls di l sellktor jasa kellulangan dellngan mellnellrbi ltkan POJK 

Nomor 6/POJK.07/2022 tellntang Pellrli lndulngan Konsulmelln dan Masyarakat di l 

                                                           
53 Pasal 60 Ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian 
54 Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan 
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Sellktor Jasa Kellu langan. Dalam atulran POJK tellrsellbult, pellmellgang poli ls di lbellri lkan 

sulatul fasi lli ltas layanan pellngadulan konsu lmelln dalam mellndapatkan kellmbali l hak-

haknya tellrhadap kellsellwellnang-wellnangan pellrbulatan pelllakul ulsaha jasa kellulangan. 

Kellti lka pellnye lllellsai lan tellrsellbult ti ldak mellncapai l kellsellpakatan maka pellmellgang poli ls 

dapat melllakulkan ulpaya pellnye lllellsai lan sellngkellta non li ltilgasi l melllaluli l LAPS SJK. 

Dalam pellrkellmbangan jaman OJK ju lga mellngelllularkan Pellratulran LAPS SJK 

Nomor 61/POJK.07/2020 ulntulk para pi lhak dapat mellnye lllellsai lakan pellrmasalahannya 

di llular Pellngadi llan. Prosells pellnyelllellsai lan sellngkellta melllaluli l LAPS SJK dalam hal 

adanya sellngellkellta yang bellrkai ltan dellngan Pellrasulrasi lan dapat di llakulkan dellngan dula 

cara yakni l sellcara melldi lasi l dan arbi ltrasell. Prosells bellracara di l LAPS SJK dilatulr dalam 

Pellratulran Lellmbaga Altellrnati lf Pellnye lllellsai lan Sellngkellta Sellktor Jasa Kellulangan No. 

Pellr-01/LAPS-SJK/Il/2021 tellntang Pellratulran dan Acara Melldi lasi l. Sellmellntara prosells 

bellracara melllalu li l arbi ltrasell dilatulr sellcara khu lsuls dalam pellratulran LAPS SJK No. Pellr-

02/LAPS-SJK/Il/2021 tellntang Pellratulran dan Acara Arbi ltrasell. 

LAPS- SJK mellrulpakan satul satulnya Le llmbaga Altellrnati lf Pellnyelllellsai lan 

Sellngkellta di l li lngkulp sellktor jasa kellulangan yang mellndapat i lji ln opellrasi lonal dari l OJK 

saat i lni l. Sellhi lngga, LAPS-SJK mellnjadi l Lellmbaga Altellrnati lf Pellnye lllellsai lan Sellngkellta 

yang i lndellpellndelln dan mellngganti lkan selllu lrulh pellran dan fulngsi l dari l 6 LAPS yang 

telllah bellrdi lri l sellbelllulmnya antara lai ln yai ltu l Badan Arbi ltrasell Pasar Modal Ilndonellsi la 

(BAPMIl), Badan Melldi lasi l dan Arbi ltrasell Ilndonellsi la (BMAIl), Badan Melldi lasi l Dana 

Pellnsi luln (BMDP), Lellmbaga Altellrnati lf Pellnye lllellsai lan Sellngkellta Pellrbankan 

Ilndonellsi la (LAPSPIl), Badan Melldi lasi l Pellrulsahaan Pellnjami lnan Ilndonellsi la 

(BAMPPIl), dan Badan Melldi lasi l Pellmbi layaan, Pellngadai lan, dan Vellntulrell Ilndonellsi la 

(BAMPPVIl). Hal tellrsellbult telllah dilatulr dalam pasal 6 POJK Nomor 

61/POJK.07/2020 tellntang Lellmbaga Altellrnati lf Pellnyelllellsai lan Sellngkellta Sellktor Jasa 

Kellulangan yang mellnyatakan bahwa pellnyelllellsai lan sellngkellta di l li lngkulp jasa 

kellulangan di l lular pellngadi llan ulntulk selllulru lh pelllakul ulsaha jasa kellulangan di llakulkan 

olellh 1 (satul) LAPS-SJK.  

Bellrdasarkan pada Pasal 1 bulti lr (1) Pellratulran Otori ltas Jasa Kellu langan (POJK) 

Nomor 61/POJK.07/2020 mellnjelllaskan bahwa “Lellmbaga Altellrnati lf Pellnyelllellsai lan 
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Sellngkellta Sellktor Jasa Kellulangan adalah lellmbaga yang melllakulkan pellnyelllellsai lan 

sellngkellta di l sellktor jasa kellulangan di l lular pellngadi llan”.55  

Pada Pasal 9 POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tellntang Pellnye lllellnggaraan 

Layanan Konsu lmelln Dan Masyartakat Di l Sellktor Jasa Kellulangan yang mellnjelllaskan 

bahwa Otori ltas Jasa Kellulangan mellnyelldi lakan layanan tellrhadap pellrmi lntaan 

konsulmelln dan/ataul pellrwaki llan konsu lmelln, dan masyarakat ulntulk ulpaya 

pellnye lllellsai lan antara lai ln yakni l pellngadulan bellri lndi lkasi l sellngkellta dan pellngadulan 

bellri lndi lkasi l pelllanggaran kelltellntulan pellratu lran pellrulndang-ulndangan di l sellktor jasa 

kellulangan.56 Pellngadulan pellnyelllellsai lan sellngkellta  yang bellri lndi lkasi l sellndi lri l julga suldah 

di lpellrtellgas pulla olellh POJK Nomor 61/POJK.7/2020 Tellntang Lellmbaga Altellrnati lf 

Pellnyelllellsai lan Sellngkellta Sellktor Jasa Kellulangan dalam Pasal 3 yang mellnjelllaskan 

bahwa LAPS Sellktor Jasa Kellulangan bellrfulngsi l mellnyelllellnggarakan layanan 

pellnye lllellsai lan sellngkellta yang tellri lntellgrasi l pada sellktor jasa kellulangan.   

Kelltellntulan tellrsellbult pulla di lpellrtellgas kellmbali l dellngan mellli lhat Pasal 10  ayat 4 

POJK Nomor 31/POJK.07/2020 yang mellnjelllellaskan bahwa “Pellngadulan 

Bellri lndi lkasi l Sellngkellta sellbagai lmana di lmaksuld pada bulti lr (1) haruls mellmellnulhi l 

pellrsyaratan dan kelllellngkapan dokulmelln pali lng kulrang sellbagai l konsulmelln 

mellngalami l kellrulgi lan dan/ataul potellnsi l kellrulgi lan matellri ll yang di lti lmbullkan olellh 

Bank Ulmulm, Bank Pellrkrelldi ltan/Pellmbi layaan Rakyat, Pellrantara Pelldangang Ellfellk, 

Manelljellr Ilnvellstasi l, Dana Pellnsi luln, Asulransi l Jilwa, Pellrulsahaan Rellasulransi l dan 

pellnyi lmpangan dana di l sellktor jasa kellulangan, bai lk melllaksanakan kellgi latan 

ulsahanya sellcara konvellnsi lonal maulpuln syari lah pali lng banyak sellbellsar Rp. 

500.000.00,00 (li lma ratuls julta rulpi lah), dan asulransi l ulmulm yang melllaksankan 

kellgi latan ulsaha sellcara konvellnsi lonal maulpuln syari lah sellbanyak 750.000.000,00 

(tuljulh ratuls li lma pullulh julta rulpi lah)”.57  

Sellsulai l dellngan kelltellntulan yang telllah di latulr dalam Pasal 8 ayat 3 hulrulf a POJK 

Nomor 61/POJK.07/2020 tellntang Lellmbaga Altellrnati lf Pellnye lllellsai lan Sellngkellta 

                                                           
55 Pasal 1 Butir (1) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.  
56 Pasal 9 POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen 

Dan Masyartakat Di Sektor Jasa Keuangan 
57 Pasal 10  ayat 4 POJK Nomor 31/POJK.07/2020 
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Sellktor Jasa Kellulangan, Layanan altellrnati lf pellnyelllellsai lan sellngkellta yang dapat 

di lgulnakan olellh para pi lhak di l LAPS-SJK ilnil pali lng selldi lki lt ada 2 (dula) bellntulk 

layanan antara lai ln: 

a. Mediasi 

Melldi lasi l LAPS SJK adalah cara pellnye lllellsai lan sellngkellta melllaluli l prosells 

pellrulndi lngan antara para pi lhak yang bellrsellngkellta dellngan di lbantul olellh Melldi lator 

LAPS SJK gulna mellncari l bellrbagai l kellmulngki lnan pellnye lllellsai lan sellngkellta tanpa cara 

mellmultuls/mellmaksakan kellhellndak sellhi lngga dapat tellrcapai l kellsellpakatan pellrdamai lan 

(sellttlellmellnt agrellellmellnt) yang wi ln-wi ln-solu lti lon.58 Melldi lasi l sellndi lri l mellrulpakan salah 

satul lellmbaga altellrnati lf dalam melllakulkan pellnyelllellsai lan sellngkellta bi lsni ls antara 

pelllakul ulsaha dan julga konsulmelln. Sellbelllu lm prosells melldi lasi l di llakulkan olellh OJK 

melllaluli l LAPS SJK, PUlJK dan Konsulmelln maulpuln Tellrtanggulng dapat melllakulkan 

melldi lasi l melllaluli l Altellrnati lf Di lsulpultell Rellsu llulti lon (ADR).  Prosells Melldi lasi l tellrsellbult 

di lselllellnggarakan olellh LAPS SJK mellnulrult Pellratulran & acara yang telllah di ltelltapkan 

olellh LAPS SJK. Dalam Pasal 6 bulti lr (1) Pellratulran Le llmbaga Altellrnati lf 

Pellnyelllellsai lan Sellngkellta Sellktor Jasa Kellulangan Nomor Pellr-01/LAPS-SJK/Il/2021 

Tellntang Pellratu lran Dan Acara Melldi lasi l mellnjelllaskan bahwa pellrjanji lan melldi lasil 

di lbulat olellh para pi lhak pada saat sellbelllulm ataul selltelllah mulncullnya sellngkellta, dellngan 

cara tellrtulang dalam klaulsulla pellnye lllellsai lan sellngkellta dari l pellrjanji lan dari l pellrjanji lan 

pokok, di lbulat dalam sulatul dokulmelln yang di ltandatangani l olellh para pi lhak, di lbulat 

dalam bellntulk kellsellpakatan yang tellrtulang dalam korellspondellnsi l , atau l di lbulat dalam 

sulatul kellsellpakatan melllaluli l si lstellm elllellktroni lk sellsulai l dellngan kelltellntulan pellratulran 

pellrulndang-ulndangan.59 

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan 

proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau 

                                                           
58 https://lapssjk.id/pengertian-mediasi/. Dikutip Pada Tanggal 28 Desember 2023 
59 Pasal 6 butir (1) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa 

Keuangan Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan Dan Acara Mediasi 

https://lapssjk.id/pengertian-mediasi/
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musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau 

menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.60 

Dalam mellnyelllellsai lkan sellngkellta melllalu li l melldi lasi l, OJK melllaluli l pellratulran LAPS 

SJK melllakulkan melldi lasi l yang bellrsi lfat rahasi la dan tellrtultulp sellbagai lmana di ljelllaskan 

dalam Pasal 4 Nomor Pellr-01/LAPS-SJK/Il/2021 mellnjelllaskan bahwa Melldi lasil 

sellndi lri l bellrsi lfat rahasi la dan bellrlangsulng tellrtultulp, dan olellh sellbab i ltul sellti lap orang 

yang tellrli lbat dalam melldi lasi l haruls mellnjaga kellrahasi laan mellski lpuln melldi lasi l telllah 

selllellsai l.  

Dalam pasal 13 Nomor Pellr-01/LAPS-SJK/Il/2021 mellnjelllaskan jangka waktul 

melldi lasi l bellrlangsulng pali lng lama 30 (ti lga pullulh) hari l selljak tanggal melldi lator 

mellnellri lma pellnu lnjulkan, dan dapat di lpellrpanjang atas kellsellpakatan para pi lhak dan 

melldi lator telltapi l tildak lellbi lh lama dari l jangka waktul yang pellrtama, dan ji lka selltelllah 

di llakulkan pellrpanjang waktul tellrnyata melldi lasi l belllulm selllellsai l, dan ji lka para pi lhak 

masi lh i lngi ln melllanjultkan melldi lasi l, maka pellrpanjangan waktul hanya dapat di llakulkan 

dellngan pellrselltuljulan Melldi lator dan Pellngu lruls.61 Melldi lator di ltulnjulk langsulng olellh 

OJK dan bellrdasarkan kellsellpakatan para pi lhak melllaluli l Pellratulran LAPS SJK 

sellbagai lmana yang di l jelllaskan dalam pasal 12 Nomor Pellr-01/LAPS-SJK/Il/2021 

yang mellnjelllaskan bahwa jangka waktul pali lng lama 10 (sellpullulh) hari l tellrhi ltulng 

selljak tanggal su lrat konfi lrmasi l, melldi lator dalam melldi lasi l LAPS SJK haruls telllah 

di ltulnjulk olellh para pi lhak bellrdasarkan kellsellpakatan, kellculali l ulntulk sellngkellta Relltai ll & 

small Clailm maka Melldi lator di ltulnjulk langsulng olellh pellngulruls.62 

LAPS SJK julga mellmbellri lkan pellnye lllellsai lan sellngkellta melllaluli l melldi la elllellktronilk 

yang dapat di llakulkan melllaluli l melldi la komulni lkasi l jarak jaulh yang mellmulngki lnkan 

sellmula pi lhak sali lng mellndellngar dan mellli lhat sellbagai lmana yang di ljelllaskan dalam 

Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tellntang Lellmbaga Altellrnati lf 

                                                           
60 https://ms-takengon.net/tentang-

mediasi/#:~:text=Ciri%20utama%20proses%20mediasi%20adalah,penyelesaian%20selama%20pr
oses%20mediasi%20berlangsung. Dikutip Pada Tanggal 03, Mei 2024.  

61 Pasal 13 Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 
62 pasal 12 Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 

https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/#:~:text=Ciri%20utama%20proses%20mediasi%20adalah,penyelesaian%20selama%20proses%20mediasi%20berlangsung
https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/#:~:text=Ciri%20utama%20proses%20mediasi%20adalah,penyelesaian%20selama%20proses%20mediasi%20berlangsung
https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/#:~:text=Ciri%20utama%20proses%20mediasi%20adalah,penyelesaian%20selama%20proses%20mediasi%20berlangsung
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Pellnyelllellsai lan Sellngkellta Sellktor Jasa Kellu langan. Pellnyelllellsai lan sellngkellta melllalulil 

melldi la elllellktroni lk sellndi lri l mellrulpakan langkah OJK ulntulk mellmbellri lkan kellsellmpatan 

bagi l para pi lhak ulntulk melllakulkan pellnyelllellsai lan tanpa bellrhadap-hadapan. 

Pellnyelllellsai lan sellngkellta melllaluli l melldila elllellktroni lk dapat di llakulkan melllaluli l vila 

telllellpon, zoom mellellti lng yang nanti lnya bi lsa mellndellngar dan mellli lhat para pi lhak yang 

selldang mellnyelllellselli lkan sellngkellta melllaluli l melldi la elllellktroni lk. 63 

Apabi lla hasi ll melldi lasi l ti ldak mellncapai l pellrdamai lan maka para pi lhak bi lsa 

melllanjultkan kell Arbi ltrasell LAPS SJK. Kelltilka para pi lhak ti ldak mellncapai l pellrdamai lan 

melllaluli l melldi lasi l dan i lngi ln melllanjultkan kell Arbi ltrasell maka sellmu la pellrnyataan, 

pellngakulan, dokulmelln, data, fakta, korellspondellnsi l, catatan dan i lnformasi l yang 

mulncull dan di lpellrolellh selllama Melldi lasi l tellrsellbult di langgap ti ldak pellrnah ada dan ti ldak 

dapat di lpellrgulnakan sellbagai l bulkti l dalam Arbi ltarasell sellbagai lmana yang di ljelllaskan 

dalam Pasal 19 Pellr-LAPS SJK Nomor Pellr-01/LAPS-SJK/Il/2021.64 

Apabi lla melldi lasi l mellncapai l pellrdamai lan maka kellsellpakatan pellmellgang poli ls dan 

pellrulsahaan asulransi l di llakulkan sellcara sadar dan sulkarellla yang di ltulangkan kell dalam 

pellrdamai lan yang di ltandatangani l olellh para pi lhak dellngan melldi lator sellbagai l saksi l. 

Kellsellpellakatan pellrdamai lan bellrsi lfat fi lnal dan bandi lng dang mellngi lkat para pi lhak. 

Dalam kellsellpakatan pellrdamai lan tellrsellbult haruls tellrdapat klaulsulla yang mellnyatakan 

bahwa sellngkellta yang dalam pellrmohonan melldi lasi l telllah di langgap selllellsai l. 

Kellsellpakatan pellrdamai lan ti ldak dapat di lajulkan bandi lng dan kasasi l dan mellmi lli lkil 

kellkulatan hulkulm yang mellngi lkat dan ellksellkultori lal, sellrta di lsamakan dellngan pultulsan 

haki lm yang telllah mellmpellrolellh kellkulatan hu lkulm telltap.  

b. Arbitrase 

Layanan lai ln pellnye lllellsai lan sellngkellta di l LAPS SJK yang dapat di ltellmpulh olellh 

para pi lhak dalam mellnye lllellsai lkan sellngkellta selllanjultnya adalah Arbi ltrasell bellrdasarkan 

POJK Nomor 61/POJK.7/2020. Arbi ltrasell melllaluli l LAPS SJK dapat dillaksanakan 

bellrdasarkan pellrjanji lan arbi ltrasell tellrtulli ls antara para pi lhak bai lk yang selldang 

                                                           
63 Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 
64 Pasal 19 Per-LAPS SJK Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 
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bellrlangsulng maulpuln atas sellngkellta yang akan tellrjadi l. Pellngatulran tellrsellbult dapat 

bellrulpa pellrjanji lan arbi ltrasell tellrsellndi lri l dari l para pi lhak ataul klaulsull arbi ltrasell dalam 

pellrjanji lan formal yang di ltandatangani l para pi lhak sellbelllulm tellrjadi lnya sellngkellta.  

Kelltellntulan tellkni ls pelllaksanaan arbi ltrasell melllaluli l LAPS SJK dilatu lr sellcara lellbi lh 

lanjult dalam Pellratulran LAPS SJK Nomor PEllR-02/LAPS-SJK/Il/2021 tellntang 

Pellratulran dan Acara Arbi ltrasell. Pasal 9 ayat (1) Pellratulran LAPS SJK Nomor 

PEllR02/LAPS-SJK/Il/2021 mellngatulr apabi lla para pi lhak telllah bellrsellpakat ulntulk 

mellnye lllellsai lkan sellngkellta melllaluli l Arbi ltrasell LAPS-SJK, maka para pi lhak dapat 

mellngajulkan pellrmohonan Arbi ltrasell kellpada pellngulruls LAPS SJK. Pellrmohonan 

arbi ltrasell sellti ldaknya haruls mellmulat bellbellrapa hal formi ll, sellpellrti l nama, tellmpat 

ti lnggal ataul kellduldulkan para pi lhak, ulrai lan si lngkat pellrjanji lan arbi ltrasell antara para 

pi lhak, ulrai lan si lngkat duldulk pellrkara, dan tu lntultan. Apabi lla pellrmohonan para pi lhak 

di ltellri lma olellh pellngulruls, maka selltelllahnya akan di llakulkan pellnulnjulkan arbi ltellr selllaku l 

haki lm yang akan mellmellri lksa dan mellngadi lli l sellngkellta tellrsellbult.65 

Pellnyelllellsai lan ultama yang di lcapai l olellh para pi lhak selltelllah sellngkellta ti lmbull 

mellnye llbultkan LAPS SJK sellbagai l forulm arbi ltrasell sellcara jelllas. Apabi lla Pellratulran 

OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tellntang Lellmbaga Altellrnati lf Pellnyelllellsai lan tellrmasulk 

dalam pellrjanji lan antara PUlJK dan Konsulmelln sellrta mellmulat forulm pellmi llilhan 

pellnye lllellsai lan Sellngkellta melllaluli l Lellmbaga Altellrnati lf Pellnye lllellsai lan Sellngkellta yang 

suldah ada sellbelllulm di ltelltapkan, maka otomati ls bellrali lh kellpada  LAPS SJK. Sellcara 

hulkulm, para pi lhak yang bellrsellngkellta di langgap telllah mellnyelltulju li l ulntulk tildak 

mellngi lkulti l proselldulr pellmellri lksaan pellrkara apabi lla mellrellka tellri lkat pada pellrjanji lan 

arbi ltrasell LAPS SJK. Para pi lhak akan melllaksanakan sellti lap kellpultulsan yang di lambi ll 

olellh Majellli ls Arbi ltrasell ataul Arbi ltellr Tulnggal bellrdasarkan Pellratulran dan Tata Cara 

Arbi ltrasell LAPS-SJK No.02/LAPS-SJK/Il/2021, bai lk melllaluli l Pellngadi llan Nellgellri l 

ataul lellmbaga lai lnnya. Pellratulran dan Tata Tellrti lb Arbi ltrasell LAPS-SJK No. 

02/LAPS-SJK/Il/2021 mellngatulr tellntang syarat-syarat arbi ltrasell selllai ln hal-hal 

khulsuls pelllaksanaannya, sellpellrti l bab IlIlIl pellmbahasan mellngellnai l arbi ltellr, bab IlV 

                                                           
65 Pasal 9 ayat (1) Peraturan LAPS SJK Nomor PER02/LAPS-SJK/I/2021 
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pellmbahasan pellmellri lksaan arbi ltrasell, dan bab V pellmbahasan mellngellnai l arbi ltellr, Bab 

V : Pultulsan Arbi ltrasell dan Akta Pellrdamai lan. 

Pellrjanji lan yang di lbulat para pi lhak melllaluli l arbi ltrasell dalam bellntulk klaulsulla 

arbi ltrasell dalam sulatul pellrjanji lan tellrtulli ls yang selltuljuli l dan di ltandatangani l para pi lhak 

sellbelllulm sellngkellta tellrjadi l ataul pellrjanji lan arbi ltrasell tellrsellndi lri l yang di lbulat selltelllah 

adanya sellngkellta antara pellmellgang poli ls dan tellrtanggulng. Pellmi lli lhan forulm arbi ltrase ll 

melllaluli l LAPS SJK waji lb tellrtulli ls dalam pellrjanji lan arbi ltrasell, namuln tellrdapat 

pellngellculali lan apabi lla tellrdapat hal-hal di lantaranya, forulm arbi ltrasell ti ldak tellrdapat 

dalam pellrjanji lan arbi ltrasell namuln tellrtanggulng dan pellnanggulng mellnellntulkan ulntulk 

mellnggulnakan pellratulran LAPS SJK tellntang Arbi ltrasell, pellrjanji lan arbi ltrasell mellmi llilki l 

bellbellrapa pi lli lhan forulm pellnye lllellsai lan sellngkellta sellrta mellmbellri lkan hak kellpada salah 

satul pi lhak ulntu lk mellnellntulkan forulm mana yang di lpi llilh ulntulk mellnyelllellsai lakan 

sellngkellta dan, pellrjanji lan arbi ltrasell mellmi lli lki l bellbellrapa pi lli lhan forulm pellnyelllellsai lan 

sellngkellta namuln ti ldak mellmbellri lkan hak kellpada salah satul pi lhak ulntu lk mellnellntulkan 

forulm mana yang di lpi lli lh ulntulk mellnyelllellsai lkan sellngkellta. 

Jangka waktul yang di lbellri lkan olellh para pi lhak dalam pellrmohonan sellngkellta 

melllaluli l arbi ltrasell yakni l 180 (sellratuls delllapan pullulh) hari l tellrhi ltulng selljak tanggal 

arbi ltellr tulnggal di ltulnjulk/majellli ls arbi ltrasell tellrbellntulk sampai l dellngan pellmbacaan 

pultulsan. Apabi lla para pilhak i lngi ln mellmpellrpanjang jangwa waktul arbi ltrase ll 

sellbagai lmana di ljelllaskan dalam pasal 16 Pellratulran dan Tata Cara Arbi ltrasell LAPS-

SJK No.02/LAPS-SJK/Il/2021 antara lai ln, a) di lajulkan pellrmohonan olellh salah satul 

pi lhak mellngellnai l hal khulsuls tellrtellntul, mi lsalnya karellna adanya gulgatan antara atau l 

gulgatan i lnsi ldellnti ll dillular pokok sellngkellta sellpellrti l pellrmohonan si lta jami lnan sellbagai l 

di lmaksuld dalam hulkulm acara pellrdata, b) sellbagai l aki lbat pellmellri lksaan dan 

di ltelltapkan pultulsan provi lsoni ll/pultulsan sellla lai lnnya, c) adanya pellngganti lan arbi ltellr, 

d) adanya ulpaya pellrdamai lan, ell) di langgap pellrlul olellh arbi ltellr tu lnggal/majellli ls 

arbi ltrasell ulntulk kellpellnti lngan pellmellri lksaan dellngan alasan yang wajar.66 

 

                                                           
66 Pasal 16 Peraturan dan Tata Cara Arbitrase LAPS-SJK No.02/LAPS-SJK/I/2021 
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Tabelll 1 : Pellrmohonan Pellnye lllellsai lan Sellngkellta Melllaluli l LAPS SJK67 

SUMBER 

PERMOHONAN 

PENYELESAIAN  

SENGGKETA 

 

 

LAYANAN 

 

 

 

 

PENYELESAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-

penyelesaian-sengketa.aspx. Dikutip Pada Tanggal 02 Februari 2024 

APPK 

Kontak 157.ojk.go.id 

Non-APPK 

(Walk-in ke LAPS-SJK 

 

 

LAPS-SJK

Mediasi

Kesepakatan 
perdamaian

Deadlock

Pendapat Mengikat

Pendapat mengikat

Arbitrase

Putusan arbitrase

Akta Van Dading

https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx
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B. Penyelesaian Hukum Bagi Pemegang Polis Dapat Memberikan Kepastian 

Hukum Terhadap hak-hak Pemegang Polis 

Penyelesaian hukum terhadap pemegang polis dalam hal ini konsumen 

asuransi sangat kian penting sekali. Hal ini dikarenakan pemegang polis menaruh 

harapan dan kepercayaannya terhadap perusahaan asuransi untuk menanggung 

kerugian mereka. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK 

No.61/POJK/2022 telah memberikan upaya penyelesaian hukum bagi kedua bela 

pihak dalam hal ini tertanggung dan penanggung. Melalui POJK No.61/POJK/2022 

tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Pujk dan 

konsumen diberikan dua pelayanan sengketa yakni secara mediasi dan arbitrase.  

Adapuln sellngkellta yang dapat di llakulkan olellh para pi lhak melllalu li l LAPS-SJK 

waji lb mellmellnulhi l kriltellri la sellsulai l dellngan kelltellntu lan pada pasal 32 ayat 1 POJK 

61/2020 yai ltul:68 

1. Adanya pellngadulan tellrlellbi lh dahullu l kellpada PUlJK, yang kellmu ldi lan di l prosells 

melllaluli l Ilntellrn Di lsulpultell Sellttlellmellnt namu ln ti ldak mellmellnulhi l kata sellpakat 

ataul belllu lm mellndapatkan tanggapan dari l PUlJK.  

2. Sellngkellta yang di laju lkan bulkan mellrulpakan sellngkellta yang se lldang di lprosells 

ataul prosells ataul pellrnah di lpultuls olellh Lellmbaga pellradi llan, arbi ltrasell ataul 

lellmbaga altellrnati lf pellnyelllellsai lan sellngkellta lai lnnya. 

3. Sellngkellta yang di laju lkan bellrsilfaat kellpellrdataan.       

Dalam konte llks pellmbahasan i lni l pellnyelllellsai lan hulkulm bagi l pellmellgang poli ls dan 

pellrulsahaan asu lransi l dapat mellruljulk pada Pellratu lran Otoriltas Jasa kellu langan Nomor 

61/POJK.07/2020 Tellntang Le llmbaga Altellrnati lf Pellnyelllellsai lan Sellngkellta Sellktor Jasa 

Kellulangan. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 mellnellgaskan pellnti lngnya lellmbaga 

altellrnati lf pellnyelllellsai lan sellngkellta dalam mellmbellri lkan aksells yang muldah, cellpat, bi laya 

tellrjangkaul, adi ll, dan transparan dalam mellnyelllellsai lkan sellngkellta di l sellktor jasa 

kellulangan. Adapuln pellnye lllellsai lan sellngkellta melllaluli l LAPS di lbellri lkan dellngan dula cara 

                                                           
68 Lihat Pasal 32 Ayat 1 POJk Nomor 61/POJK.07/2020 
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yakni l sellcara me lldi lasi l dan arbiltrasell, pellnyelllellsai lan sellngkellta melllalu li l melldi lasi l dan 

arbiltrasell mellmi lli lki l kelllellbi lhan dan kellkulrangan antara lai ln sellbagai l bellri lkult: 

Tabel 1.2 

NO KELEBIHAN KEKURANGAN 

1.  Mediasi , Kelllellbi lhan dalam 

mellnye lllellsai lkan sellngkellta melllaluli l 

melldi lasi l adalah sellbagai l bellri lkult,  

a) Pellnyelllellsai lan melllalulil 

melldi lasi l mellngulpayakan 

wi ln-wi ln solulti lon bagil 

para pi lhak , sellhi lngga 

hulbulngan para pi lhak 

yang bellrsellngkellta 

ulmulmnya lellbi lh tellrjafa 

darilpada pellnye lllellsai lan 

melllaluli l arbiltrasell 

b) Pellnyelllellsai lan sellngkellta 

melllaluli l melldi lasil 

bellrlangsu lng lellbi lh cellpat 

darilpada arbi ltrasell yai ltu l 

pali lng lama 30 hari l dan 

dapat di lpellrpanjang 

dellngan kelltellntu lan waktu l 

ti ldak lellbi l lama daril 

jangka waktu l yang 

pellrtama, dan 

c) Bi laya pellnye lllellsai lan 

sellngkellta melllaluli l melldi lasil 

lellbi lh tellrjangkaul darilpada 

Adapuln kellkulrangannya adalah 

hasi ll kellsellpakatan pellrdamai lan yang 

di lbulat mellngi lkat para pi lhak namu ln 

kulrang mellmi lli lki l daya paksa, 

sellhi lngga ulntu lk kellsellpakatan 

pellrdamailan yang pe llrlul ulntulk 

di lbulatkan akta pellrdamai lan yang 

di llakulkan dellngan proselldulr arbiltrase ll. 

Hal i lni l bellrarti l para pi lhak haruls 

mellngelllularkan bi laya lagi l ulntu lk 

bi laya-bi laya atas arbi ltrasell LAPS-

SJK. 
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pellnye lllellsai lan melllalulil 

arbiltrasell. Hal i lni l dapat 

tellrli lhat dari l pellrbandi lngan 

bi laya yang di lkelllularkan 

ulntulk melllakulkan 

pellnye lllellsai lan sellngkellta 

melllaluli l melldi lasi l ataulpuln 

arbiltrasell dalam pellratu lran 

LAPS-SJK No. 06 

tellntang Bi laya Layanan 

Pellnyelllellsai lan sellngkellta. 

 

2.  Arbitrase, Kelllellbi lhan dalam 

mellnye lllellsai lkan sellngkellta melllaluli l 

arbi ltrasell adalah pultulsan arbi ltase ll 

mellngi lkat para pi lhak dan 

di lpellrsamakan dellngan pultulsan 

pellngadi llan yang i lnkrah sellhi lngga 

ti ldak dapat di lajulkan bandi lng, 

kasasi l ataul pellni lnjaulan kellmbali l.  

 

Adapuln kellkulrangannya adalah 

sellbagai l bellri lkult: 

1) Pellnyelllellsai lan me lllaluli l 

arbiltrasell hasi llnya be llrsi lfat 

wi ln-losell jadgellmellnt sellhi lngga 

hal i lni l dapat me llmbulat 

hulbulngan pellmellgang poli ls 

dan pellrulsahaan asulransi l 

mellnjadil tambah ti ldak bai lk 

2) Waktu l pellnye lllellsai lan sellngkellta 

melllaluli l arbiltrasell lellbi lh lama 

di lbandi lngkan dellngan prosells 

melldi lasi l yakni l 180 hari l 

tellrhiltulng selljak tanggal 

arbiltrasell di ltellntu lkan sampai l 

dellngan pellmbacaan pu ltulsan. 

Waktu l ilni l dapat di lpellrpanjang 

bellrdasarkan ke llsellpakatan 

para pi lhak namu ln ti ldak 
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tellrdapat batasan be llrapa lama 

waktu l pellrpanjang dapat 

di lsellpakati l olellh para pi lhak. 

Dan 

3) Bi laya pellnyelllellsai lan melllaluli l 

arbi ltrasell lellbi lh mahal 

di lbandi lngkan dellngan 

pellnye lllellsai lan sellngkellta 

melllaluli l melldi lasi l.  

 

 

Jika dikaji dari persepktif kepastian hukum, penting untuk memahami bahwa 

kepastian hukum memberikan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

sewenang-wenang, yang dapat berarti bahwa dalam situasi tertentu seseorang dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan.  

Jan Michiel Otto mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai 

berikut:69 

6) Kepastian hukum terkait dengan ketersediaan aturan hukum yang jelas, 

konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan atau diakui oleh pemerintah 

negara. 

7) Kepastian hukum juga mencakup penerapan yang konsisten dari aturan 

hukum oleh lembaga pemerintah, yang tunduk dan taat pada aturan tersebut. 

8) Dalam prinsipnya, kepastian hukum terkait dengan mayoritas warga negara 

yang menyetujui dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan isi aturan 

hukum tersebut. 

9) Hakim yang independen dan tidak memihak merupakan faktor penting 

dalam kepastian hukum, karena mereka menerapkan aturan hukum dengan 

konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum. 

                                                           
69 Asep Suryad.2019. Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian 

Hukum Bagi Pemilik Merek. jurnal Aktualita Vol.2No.1 hal 252-278 
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10) Implementasi konkret dari keputusan pengadilan juga merupakan bagian 

dari kepastian hukum. 

Jika hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai 

penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan (LAPS-SJK), maka dapat diketahui 

bahwa LAPS-SJK sebagai lembaga penyelesian sengketa di sektor jasa keuangan 

memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena 

LAPS-SJK melindungi konsumen disektor jasa keuangan melalui mediasi, 

arbitrase, dan pendapat mengikat, serta kesepakatan yang telah dicapai dituangkan 

dalam akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap.  

Jika dikaji dari kepastian hukum hasil mediasi, Kesepakatan perdamaian yang 

dicapai melalui mediasi adalah kesepakatan terakhir, dan kedua belah pihak 

diwajibkan untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Apabila para pihak 

menginginkan hasil mediasi, kesepakatan perdamaian dibuat dalam bentuk putusan 

perdamaian (Akta Perdamaian atau Akta van Dading) melalui proses arbitrase 

LAPS-SJK. Namun, jika hasil perundingan mediasi tidak dapat dicapai, mediasi 

dinyatakan selesai tanpa perdamaian, dan para pihak dapat melanjutkan upaya 

penyelesaian melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan tertulis.70  

Jika dikaji dari kepastian hukum hasil Arbitrase, maka hasil arbitrase sudah 

memberikan kepastian hukum dikarenakan putusan tersebut bersifat final dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan harus dilaksanakan 

secara sukarela. Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan 

Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas 

permohonan salah satu pihak. Putusan Arbitrase melalui LAPS-SJk yang berupa 

putusan perdamaian (Akta Perdamaian/ Akta Van Dading) bahkan memiliki 

kekuatan hukum sebagaimana putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.  

Selain itu, Jika dikaji secara normatif, lama waktu dalam menjalankan 

penyelesaian sengketa Arbitrase ditentukan dengan kesepakatan para pihak terlebih 

dahulu. Hal ini berkaitan dengan asas hukum yang berlaku dalam acara arbitrase 

yaitu asas konsensualisme (kesepakatan) artinya sebelum dilakukan sengketa 

                                                           
70 https://lapssjk.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/. Diakses Pada Tanggal 1 April 2024 

https://lapssjk.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/
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melalui arbitrase dibutuhkan kesepakatan dari para pihak sejauh mana para pihak 

ingin melanjutkan sengketa ini akan berlanjut. Dalam penyelesaian sengketa 

melalui forum arbitrase, arbitrase menceriminkan forum sengketa yang efektif dan 

efisien tanpa melibatkan peradilan umum yang berkesan publik. Tidak lain pula 

biaya yang dikenakan para pihak selama beracara di arbitrase cukup besar sekali, 

hal ini dikarenakan ada proses pendaftaran biaya arbiter dan lainnya. Dalam pasal 

19 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan 

Nomor Per-06/Laps-Sjk/I/2021 Tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa 

menjelaskan para pihak dikenakan biaya klaim kecil dan Ritel adalah setiap perkara 

dengan nilai sengketa, untuk sengketa sektor pembiayaan, pengadaan, dan financial 

technology dikenakan biaya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah), untuk sengketa sektor perbankan, pasar modal, perasuransian untuk klaim 

asuransi jiwa, modal ventura, dan penjaminan kredit dikenakan biaya sampai 

dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan, untuk sektor perasuransian 

untuk klaim asuransi umum dikenakan biaya sampai dengan Rp. 750.000.000,00 

(tujuh ratus lima puluh rupiah).71 

Daril si lni l pellnulli ls dapat mellnellelllah bahwa pe llnye lllellsai lan hulkulm yang di lbellri lkan 

olellh OJK melllalu li l pellratu lran LAPS-SJK Nomor 61/POJK.07/2020 de llngan mellruljulk 

telloril Jan Milchi lelll Otto telllah di ljelllaskan dellngan jelllas dalam kontellks pellnye lllellsai lan 

sellngkellta melllalu li l lellmbaga altellrnati lf pellnyelllellsai lan sellngkellta. Hal i lni l mellncakulp 

kelltellrselldi laan atu lran hu lkulm yang jelllas, konsi lstelln, dan mu ldah di laksells, sellrta 

pellnellrapan yang konsi lstelln daril atu lran tellrsellbult dalam me llnye lllellsai lkan se llngkellta di l 

sellktor jasa kellu langan. Jilka hal tellrsellbult bellrkai ltan dellngan ulndang-ulndang yang 

mellngatulr pellnyelllellsai lan sellngkellta di l sellktor jasa kellulangan melllaluli l LAPS-SJK, maka 

dapat di lkelltahuli l bahwa LAPS-SJK sellbagai l lellmbaga pellnye lllellsai lan sellngkellta di l sellktor 

jasa kellulangan mellmi lli lki l kellmampulan ulntulk mellmbellri lkan kellpasti lan hulkulm bagi l 

masyarakat karellna LAPS-SJK melllilndulngi l konsulmelln di l sellktor jasa kellulangan 

melllaluli l melldi lasi l, arbi ltrasi l, dan pellndapat mellngi lkat sellrta kellsellpakatan yang telllah 

                                                           
71 Pasal 19 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 

Per-06/Laps-Sjk/I/2021 Tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa 
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di lcapai l di ltulangkan dalam akta pellrdamai lan (akta van dadi lng) yang mellmi lli lkil 

kellkulatan hulkulm telltap. 

Akan telltapi l, pellnulli ls mellli lhat bahwa kasu ls asulransi l di l Ilndonellsi la hanya tellrbatas 

pada pultulsan pellngadi llan ataulpuln di l lular pellngadi llan. Hal i lni l tellntu l mellnjadi l ti ltilk 

kellkhawati lran para pe llmellgang poli ls ulntu lk mellndapatkan kellmbali l hak-haknya. 

Karellna pada dasarnya pe llnyelllellsai lan di l lular pellngadi llan ataulpuln di l pellngadi llan hanya 

sellbatas ulntu lk me llnyelllellsai lkan pellrkara antara pe llmellgang poli ls dan pellrulsahaan 

asulransi l. Selllailn i ltul ulpaya pellnye lllellsai lan di l lu lar pellngadi llan melllaluli l LAPS-SJK ti ldak 

ada pasal yang me llnjelllaskan tellrkai lt pellngellmbali lan klailm olellh para pi lhak yang 

bellrsellngkellta.  

Sellbagai l contoh kasu ls asu lransi l ji lwa, ahli l warils daril tellrtanggu lng yang i lngi ln 

melllakulkan prosells klailm melllaluli l prosells melldi lasi l di l LAPS-SJK tildak me llndapatkan 

kellpasti lan hulkulm dari l hasi ll melldi lasi l tellrsellbult. Sellhi lngga ahli l warils dalam hal i lni l 

pellmellgang poli ls kellmbali l mellncaril prosells hu lkulm melllaluli l lilti lgasi l di l Pellngadi llan, 

kellmuldi lan haki lm me llngabu llkan pellrmohonan dari l para tellrgulgat yakni l pellmellgang 

poli ls agar pellrulsahaan asu lransi l sellgellra me llncai lrkan klai lm daril ahli l wari ls tellrsellbult.   

Hal tellrsellbult mellnandakan bahwa prosells pellnye lllellsai lan melllaluli l melldi lasi l di l LAPS-SJK 

belllulm tellntu l mellndapatkan hak-hak dari l pellmellgang poli ls ulntu lk me llndapatkan 

kellpasti lan hulkulm dari l prosells melldi lasi l di l LAPS-SJK. Selllailn i ltul, prosells pellnyelllellsai lan 

melllaluli l LAPS-SJK bu lkan hanya melllaluli l melldi lasi l saja, akan telltapil melllaluli l prosells 

arbiltrasell. Dari l si lni l pellnulli ls mellli lhat bahwa para pi lhak yang pellnulli ls u lrai lkan lellbi lh 

mellnarulh harapan ke llpada pellngadi llan u lntu lk melllanjultkan prosells pellnyelllellsai lan 

hulkulmnya melllalu li l pellngadi llan kellti lmbang melllaluli l arbiltrasell yang telllah di l selldi lakan 

olellh LAPS-SJK.  

Bellrdasarkan hal-hal tellrsellbult, pellnu lli ls pellrlul ada lellmbaga khu lsuls ulntu lk 

mellnangani l masalah mellngellnai l pellngellmbali lan dana sama halnya sellpellrti l di l pellrbankan 

melllaluli l Lellmbaga Pe llnjami lnan Silmpanan (LPS).  Agar ke llti lka pellrulsahaan asu lransi l 

mellngalami l masalah pellncabultan i lzi ln ulsaha ataul mellngalami l kellpai lli ltan, pellmellgang 

poli ls tildak pellrlu l ulntu lk mellrasa khawati lr mellngellnai l pellngellmbali lan dananya yang 
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di lsellbabkan dari l pellrulsahaan asu lransi l tellrsellbult. Pellnulli ls julga pellrlul agar Lellmbaga 

Pellnjami ln Polils sellgellra tellrlellali lsasi lkan, mellngi lngat lellmbaga pe llnjami ln poli ls 

mellrulpakan amanat dari l Ulndang-Ulndang No 40 Tahu ln 2014 Tellntang Pe llrasu lransi lan 

khulsulsnya Pasal 53 yang me llnyatakan bahwa pellrulsahaan asu lransi l di lwaji lbkan ulntulk 

mellnjadil pellsellrta pellmellgang poli ls. 

Pellngatu lran pellnjami lnan polils pada dasarnya te lllah di latu lr dalam U lndang-

Ulndang Pellrasu lransi lan, namu ln hi lngga saat i lni l, ulndang-ulndang te llrsellbult belllulm 

sellcara tellgas me llngatu lr bellntu lk lellmbaga pellnjami ln poli ls. Akilbatnya, le llmbaga 

pellnjami ln poli ls belllulm tellrbellntu lk sellsulai l dellngan amanat u lndang-ulndang te llrsellbult. 

Ulntu lk mellnjawab kellti ldakjelllasan i lni l, Ulndang-Ulndang No 4 Tahu ln 2023 Tellntang 

PPSK dilbellrlaku lkan, mellmbellri lkan kellwellnangan kellpada Lellmbaga Pilnjaman 

Silmpanan (LPS) u lntu lk mellnjami ln polils asu lransi l, bellrtuljulan ulntulk mellnjaga 

kellamanan dana masyarakat. 

Kellbellradaan Le llmbaga Pellnjami ln Polils yang sellmulla di lamanatkan dalam 

Ulndang-Ulndang No 40 Tahu ln 2014 Tellntang Pellrasu lransi lan ti ldak tellrwu ljuld, namu ln 

Ulndang-Ulndang No 4 tahu ln 2023 i lni l mellnjelllaskan pellran tambahan LPS dalam 

mellnjami ln poli ls, sellbagai l langkah pellrlilndu lngan tellrhadap dana masyarakat. Akan 

telltapil, Ulndang-Ulndang Nomor 4 Tahuln 2023 baru l di ltellrbiltkan olellh pellmellri lntah dan 

akan di lbellrlakulkan 5 tahuln kelldellpan. Olellh karellna i ltul program pellnjami ln poli ls sangat 

bellrpellran pellnti lng dalam me llmbellri lkan kellpasti lan hu lkulm dan pellrlilndu lngan kellpada 

pellmellgang poli ls dalam si ltulasi l dilmana pellru lsahaan asu lransi l mellngalami l pellncabultan 

i lziln ulsaha maulpu ln gagal bayar. 

Selllailn i ltul, dalam prakti lk pellrasulransi lan di lpellrlulkan atu lran hulku lm yang lellbi lh 

kelltat mellngellnai l kellwaji lban pellmbayaran klai lm asu lransi l dellngan mellmpellrtilmbangkan 

kellsellhatan kellulangan pellrulsahaan asu lransi l. Dellngan dellmi lki lan, ulpaya bellrsama antara 

OJK, LPS, dan Pe llrulsahaan asu lransi l dapat me llmasti lkan pellrlilndulngan yang le llbi lh 

bai lk bagi l pellmellgang poli ls sellrta mellni lngkatkan kellpellrcayaan masyarakat tellrhadap 

i lndulstri l asulransi l.  
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KESIMPULAN 

1. Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis jika 

perusahaan asuransi dicabut izin usaha :  

UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan kewenangan 

kepada OJK untuk menangani masalah keuangan salah satunya 

perasuransian. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) membawa harapan dan 

kepastian bahwa kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik 

dengan terselenggaranya kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, 

adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan 

yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat.  OJK mengeluarkan Peraturan 

LAPS SJK Nomor 61/POJK.07/2020 untuk para pihak dapat 

menyelesaiakan permasalahannya diluar Pengadilan. Proses penyelesaian 

sengketa melalui LAPS SJK dalam hal adanya sengeketa yang berkaitan 

dengan Perasurasian dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara mediasi 

dan arbitrase.LAPS SJK dapat menyelesaikan sengketa dengan dua 

metode: mediasi dan arbitrase. Proses beracara di LAPS SJK diatur dalam 

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa 

Keuangan No. Per-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara 

Mediasi. Sementara proses beracara melalui arbitrase diatur secara khusus 

dalam peraturan LAPS SJK No. Per-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang 

Peraturan dan Acara Arbitrase. 

2. Penyelesaian hukum bagi pemegang polis dapat memberikan kepastian 

hukum terhadap hak-hak pemegang polis : 

Dari perspektif kepastian hukum, proses penyelesaian melalui mediasi 

belum memberikan kepastian hukum sepenuhnya karena hasil mediasi juga 

dapat disengketakan oleh salah satu pihak. Sebaliknya, proses arbitrase 

melalui LAPS-SJK sudah memberikan kepastian hukum karena hasil 

arbitrase bersifat win-lose, tetapi dampak dari hasil arbitrase dapat 

menyebabkan hubungan yang tidak baik antara pemegang polis dan 
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perusahaan asuransi. Selain itu, masalah sengketa jasa keuangan khususnya 

yang berkaitan dengan asuransi sering terjadi. Namun, faktanya adalah 

bahwa banyak pihak selalu terlibat dalam sengketa keuangan, seperti 

pemegang polis yang membentuk kelompok tertentu untuk menuntut 

pencairan klaim kepada perusahaan asuransi.  

SARAN 

1. Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan Lembaga 

Penyelesaian Sengketa Alternatif Sektor Jasa Keuangan memberikan 

informasi yang beragam tentang tahapan penyelesaian sengketa 

perasuransian kepada pemegang polis untuk mengurangi kesalahpahaman 

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh operasi sektor 

jasa keuangan. 

2. Pemerintah dan OJK membuat ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan 

mengenai program penjaminan polis, agar ketika perusahaan asuransi 

dicabut izin usaha atau mengalami kepailitan, pemegang polis tidak perlu 

merasa khawatir akan keberadaan nasib mereka.  
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